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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan 
hukum tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di indonesia. 2. Untuk 
mengetahui dan menganalisis formulasi peraturan perampasan aset untuk menjadi 
ius constituendum dalam rangka mengembalikan kerugian negara. Dengan tujuan 
tersebut maka permasalahan yang di bahas adalah: 1. Bagaiamana pengaturan 
hukum tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia 2. 
Bagaiamana formulasi peraturan perampasan aset untuk menjadi ius constituendum 
dalam rangka mengembalikan kerugian negara? dengan perumusan tersebut metode 
penelitian yang digunakan yakni  penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Bbahan hukum yang digunakan 
dalam penilitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil 
penelitian penulis mengkaji bahwa pada Saat ini upaya untuk memberantas tindak 
pidana korupsi di fokuskan terhadap 3 aspek yakni, pencegahan, pemberantasan 
serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk pemulihan 
kerugian keuangan negara. dan juga pengaturan hukum perampasan aset di 
indonesia terdapat kekaburan norma yang mana pada pasal 18 tidak menjelaskan 
lebih lanjut mengenai kriteria aset secara lengkap, dan juga pidana perampasan aset 
merupakan pidana tambahan yang mana bersifat pilihan dan bukanlah suatu 
kewajiban dan untuk pengaturan perampasan aset pada masa yang akan datang 
haruslah memiliki kepastian hukum dan juga minim akan celah yang bisa 
dimanfaatkan oleh koruptor agar kasus tindak pidana korupsi diindonesia dapat di 
minimalisirkan agar terwujudnya suatu masyarakat adil makmur, saran dari skripsi 
ini adalah para pembuat hukum untuk dapat segera membuat aturan khusus 
mengenai perampasan aset di Indonesia. 
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